BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 2\l /404.101.2/B/2022

TENTANG

K DAERAH

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILI

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

BUPATI NGAWI,

: bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Penanamaq
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi
Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Menimbang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578
sebagaimana telah beberapa kalj diubah terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia{
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

Indonesia Nomor 6523);

TS




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 239);

10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 78).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ngawi Tahun 2022, dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan untuk:

a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi; dan

b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan
pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi.

Pemanfaatan dan penatausahaan Barang Milik Daerah yang telah
ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.



.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal & Junt 2022

BUPATI NGAWI,
ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ngawi.




